
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 

 
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
NOMOR :   

400.6.3.4/4504/TAHUN 2026 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2643/2025 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT 
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN 

PUBLIK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 2026 

 
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 
Menimbang : a. bahwa informasi dan dokumentasi pada Badan Publik bersifat terbuka 

dan dapat diakses oleh setiap pengguna, kecuali informasi publik yang 
dikecualikan; 

b. bahwa informasi dan dokumentasi pada Badan Publik dimaksud pada 
huruf (a) merupakan bagian penting dari ketahanan nasional, sehingga 
perlu dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, agar pelaksanaan tugas dan fungsi berdayaguna dan 
berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 

 
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 
Publik; 



3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah; 

4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerain Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Pelaksanan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 
Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan 
Pemerintaham Daerah Jawa Tengah; 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumnetasi (PPID) yang 

susunannya tercantum dlam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepa 
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini. 
 

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tersebut 
sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya 
dibantu oleh Bidang yang susunan keanggotaan dan uraian tugasnya 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
 

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Jawa Tengah. 
 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
 

Ditetapkan di Semarang 
Pada Tanggal 5 Agustus 2026 
 

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 
 

ENDI FAIZ EFFENDI 



LAMPIRAN I :  
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 2643/2025 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola 
Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Kelautan 
Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 
NOMOR : 400.6.3.4/4504/TAHUN 2026 
TANGGAL : 5 Agustus 2026 

 
 

SUSUNAN KEANGGOTAAN 
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA 

PADA 
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN 2026 

 

NO. JABATAN DALAM PPID JABATAN / INSTANSI 

1 2 3 

1. Atasan PPID Pelaksana Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 
Jawa Tengah 
Endi Faiz Effendi, S.Pi, M.A 

2. Ketua PPID Pelaksana Plt. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Jawa Tengah 
Iman Kadarusman, S.Pi, M.Pi 

3. Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Rakhmat Wijaya, SE, Akt, MM 

4. Bidang Pengelolaan Informasi 

 Koordinator 
 
 
Anggota 

Kepala Bidang Usaha dan Pengembangan 
Komoditas 
Aris Setidjono, S.Pi, M.Si 

 Dina Mayasari, S.Pi, M.Si 

5. Bidang Dokumentasi dan Arsip 

 Koordinator 
 
 
Anggota 

Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil 
Ir. Liik Harnadi, M.Si, M.Sc 

 Imam Nursanto, S.Pi 

6. Bidang Pelayanan Informasi 

 Koordinator 
 
Anggota 

Kepala Bidang Perikanan Tangkap 
Kurniawan Priyo A, S.P, M.M 

 Rofik Muammar, S.ST, Pi 

7. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi 



NO. JABATAN DALAM PPID JABATAN / INSTANSI 

1 2 3 

 Koordinator 
 
Anggota 
 

Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan 
Sumber Daya Perikanan 
Iman Kadarusman, S.Pi, M.Pi 

 Johan Wahyudi, S.Pi 

8. Petugas Pelayanan Informasi Publik 

 Koordinator 
 
Anggota 
 
Admin PPID Teknis 

Yustiara Widya Saraswati, SPi 
 
1. Lukk-Luk Rahamtika. A.Md.A.B 
2. Indah Susilawati A., A.md 

 
1. Miranda Risang Ayu S, S.TP 
2. Ahmad Jamalludin Kafabih 
3. Joko Pranoto.S.Pi 
4. Pevy Cyndi Alvionita, S.Tr.Pi 
5. Dessy Ayu Setyawati, S. Si 
6. Ina Sakinah, S.Pi 
7. Tomy Muzaini, S.A.B 
8. Luqmanul Khakim, S.Pi. 
9. Agus Nadlir, S.Pi 
10. M. Rizky Surya Saputra 
11. Devi Martika 
12. Happy Widyarini, S.Pi 
13. Ria Dwi Sastika 
14. Indri Adiningtyas 
15. Puji Astuti 
16. Anduah Ari Arundati, S.Pi 
 

 
 

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 
 

ENDI FAIZ EFFENDI 
  



LAMPIRAN II :  
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 2643/2025 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola 
Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Kelautan 
Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 
NOMOR : 400.6.3.4/4504/TAHUN 2026 
TANGGAL : 5 Agustus 2026 

 
 

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA 
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 

 
1. Atasan PPID Pelaksana 

a. Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin 
ketersediaan informasi secara terintegrasi dan berkoordinasi; 

b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi publik dan 
penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana; 

c. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; 
d. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan 
secara tertulis; 

e. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik. 
2. Ketua PPID Pelaksana, Wakil Ketua, Sekretaris 

a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; 
b. Menyampaikan laporan akses pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Atasan PPID 

Pelaksana dan PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai 
kebutuhan; 

c. Menetapkan Daftar Informasi Publik, Informasi Dikecualikan, Maklumat dan SOP 
Pelayanan Informasi Publik; 

d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon 
informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip 
pelayanan prima; 

e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data dilingkungan DKP Provinsi 
Jawa Tengah. 

3. Bidang Pengelolaan Informasi 
a. Menyediakan informasi melalui tahapan: 

- Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya; 
- Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya; 
- Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; 
- Menyusun klasifikasi informasi publik. 

b. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan informasi publik. 
4. Bidang Dokumentasi dan Arsip 

a. Mendiskripsi informasi yaitu membuat ringkasan untuk masing-masing jenis informasi; 
b. Memverifikasi setiap informasi sesuai dengan jenis kegiatannya; 
c. Otentikasi informasi, dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi 

informasi oleh setiap satuan kerja; 
d. Melakukan kodefikasi informasi untuk mempermudah pencarian informasi yang 

dibutuhkan; 
e. Penataan dan penyimpanan informasi. 



5. Bidang Pelayanan Informasi 
a. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun 

melalui surat elektronik; 
b. Menyiapkan dan menyampaikan jawaban permohonan informasi kepada pemohon 

informasi publik dan pemohon keberatan informasi; 
c. Mengembangkan standar layanan informasi; 
d. Membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik kepada 

PPID Pelaksana. 
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi 

a. Menyiapkan bahan-bahan terkait sengketa informasi; 
b. Menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID; 
c. Berkoordinasi dengan PPID Utama untuk pendampingan hukum dalam penyelesaian. 

7. Pelaksana Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik 
a. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan; 
b. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 
c. Pengelolaan dokumen dan arsip informasi publik; 
d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Jawa Tengah dalam pengumpulan data dan informasi; 
e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 
f. Menyiapkan pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 
g. Menyusun laporan secara periodik untuk disampaikan kepada PPID Utama; 
h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 
i. Pemutahiran daftar informasi publik secara berkala; 
j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID Pelaksana. 

 
 

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 
 

ENDI FAIZ EFFENDI 
  



LAMPIRAN III :  
Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 2643/2025 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola 
Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Dinas Kelautan 
Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 
NOMOR : 400.6.3.4/4504/TAHUN 2026 
TANGGAL : 5 Agustus 2026 

 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA 
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 
 

ENDI FAIZ EFFENDI 

ATASAN PPID PELAKSANA 

PPID PELAKSANA 

PPID UTAMA 

BIDANG DOKUMENTASI 
DAN ARSIP 

BIDANG PENGELOLAAN 
INFORMASI 

BIDANG PENGADUAN 
PENYELESAIAN SENGKETA 

BIDANG PELAYANAN 
INFORMASI 

PELAKSANA PENGELOLA PPID DAN PENYEDIAAN 
INFORMASI PUBIK 


